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A B S T R A C T 

This study aims to analyze and formulate a service model based on the 
Community Satisfaction Index (IKM) at the Population and Civil 
Registration Office of West Seram Regency. The research uses a 
descriptive quantitative method with a Likert scale and analyzes data based 
on the 14 IKM elements established in the Regulation of the Ministry of 
Administrative and Bureaucratic Reform. A total of 129 service users 
participated as respondents. Data were processed using descriptive 
statistics and spider web analysis. The results concluded that the IKM 
scores ranged from 3.59 to 3.84, placing the overall average IKM of 3.72 
in the “Good” category. The recommended service model emphasizes 
maintaining high service standards through fast, responsive, fair, friendly, 
and transparent procedures. Officer discipline, ability, and assertiveness 
must be strengthened alongside clear service costs and schedules. 
Improving comfort and integrating digital service features are also 
essential to enhance efficiency and public satisfaction. 
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1. PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Disdukcapil) Kabupaten Seram Bagian Barat  merupakan salah satu upaya untuk 

memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan 

pelayanan administrasi. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berkewajiban 

untuk memberikan pelayanan yang baik dan memastikan pelayanan tersebut mudah 

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan 

peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, serta melakukan evaluasi terhadap 

kinerja pelayanan yang telah dilakukan (Islami, 2022; Islamiyah, 2023; Febrianti et al., 

2023; Himie, 2023). 
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Indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik Disdukcapil 

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan indikator penting dalam mengevaluasi 

efektivitas dan kinerja lembaga tersebut dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 

Salah satu faktor utama yang dapat memengaruhi indeks kepuasan tersebut adalah kualitas 

layanan yang diberikan oleh Dinas tersebut. Kualitas layanan mencakup aspek-aspek 

seperti kecepatan, akurasi, kejelasan, serta kesopanan dalam memberikan pelayanan 

administratif terkait kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat (Nisa et al., 

2020; Sunarto et al., 2022; Hartawan & Supini, 2023). Pentingnya indeks kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan Disdukcapil Kabupaten Seram Bagian Barat tidak hanya 

dari sudut pandang pengukuran kinerja organisasi, tetapi juga dalam memastikan keadilan 

dan keberlanjutan proses administrasi kependudukan bagi seluruh warga negara. 

Kepuasan masyarakat dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana Disdukcapil 

Kabupaten Seram Bagian Barat telah memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dalam 

hal administrasi kependudukan (Destriawan & Raharjo, 2021; Wirayuda & Ernawati, 2022; 

Hajiji & Gunadi, 2022).  

Berbagai faktor dapat mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan 

Disdukcapil Kabupaten Seram Bagian Barat, termasuk efisiensi proses, ketersediaan 

informasi yang jelas, keadilan dalam penanganan permohonan, serta kemudahan akses 

layanan (Jaya & Solong, 2020; Austin, 2021). Adanya sistem yang transparan dan akuntabel 

juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas tersebut. 

Dalam mengukur indeks kepuasan masyarakat, Disdukcapil Kabupaten Seram Bagian 

Barat perlu melakukan survei secara berkala untuk mengumpulkan umpan balik dari 

masyarakat terkait dengan pengalaman mereka dalam menggunakan layanan yang 

diberikan. Hasil survei ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas 

layanan, serta untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur yang ada. Penting bagi 

Disdukcapil Kabupaten Seram Bagian Barat untuk terus melakukan upaya pembenahan dan 

inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan agar dapat memenuhi harapan dan 

kebutuhan masyarakat secara optimal. Melalui pendekatan yang proaktif dan responsif 

terhadap masukan dari masyarakat, Disdukcapil dapat membangun hubungan yang lebih 

baik dengan publik dan meningkatkan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan yang diberikan. 

Kolaborasi antara Disdukcapil Kabupaten Seram Bagian Barat dengan berbagai 

pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan 

sektor swasta, juga dapat memperkuat upaya peningkatan kualitas layanan publik. Dengan 

melibatkan berbagai pihak, Disdukcapil dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang 

ada serta menciptakan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan administratif kependudukan.  

Adapun unsur-unsur indeks kepuasan masyarakat yaitu: prosedur pelayanan; 

persyaratan pelayanan; kerjasama petugas pelayanan; kedisiplinan petugas pelayanan; 

tanggung jawab petugas pelayanan; kemampuan petugas pelayanan; kecepatan pelayanan; 

keadilan menetapkan pelayanan; kesopanan dan keramahan petugas; kewajaran biaya 

pelayanan; kepastian biaya pelayanan; kepastian jadwal pelayanan; kenyamanan 

lingkungan; dan keamanan pelayanan (Sokibi & Bahiyah, 2018; Palebangan et al., 2023; 

Hariyanto & Susilo, 2021; Nasrizal et al., 2021). 
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2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pengukuran 

menggunakan Skala Likert dan analisis spider web. Skala Likert digunakan untuk menilai 

persepsi masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan melalui beberapa pertanyaan yang 

menghasilkan skor rata-rata untuk masing-masing indikator. Analisis spider web 

digunakan untuk membandingkan antara penilaian dan harapan masyarakat pada setiap 

unsur pelayanan sehingga terlihat tingkat kesenjangan dan tingkat kepuasan. 

Sampel penelitian berjumlah 129 responden yang merupakan masyarakat 

pengguna layanan di Disdukcapil Kabupaten Seram Bagian Barat. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu responden yang ditemui dan 

bersedia mengisi kuesioner pada saat mereka memperoleh layanan. Setiap unsur pelayanan 

diberi nilai berdasarkan rata-rata tertimbang dengan bobot yang sama. Nilai Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM/IKM) dihitung dan dikonversi ke skala 25–100 menggunakan 

rumus dari PermenPANRB No. 14 Tahun 2017, yang merupakan pembaruan dari 

PermenPANRB No. 14 Tahun 2014 dan menjadi regulasi yang masih berlaku dalam 

pengukuran IKM saat ini. Kategori penilaian meliputi: 1,00–2,59 (Tidak Baik), 2,60–3,06 

(Kurang Baik), 3,07–3,55 (Baik), dan 3,56–4,00 (Sangat Baik). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Penelitian 

Dalam konteks pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Disdukcapil) Kabupaten Seram Bagian Barat, spider web chart dapat digunakan untuk 

menampilkan hasil penilaian dari berbagai aspek layanan (14 aspek pelayanan). Setiap 

aspek akan memiliki sumbu sendiri, dan nilai-nilai dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

bisa dipetakan untuk melihat mana aspek yang unggul dan mana yang memerlukan 

perbaikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Spider Web Chart IKM Disdukcapil Kabupaten Seram Bagian Barat 

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4
Prosedur

Persyaratan

Ketegasan

Kedisiplinan

Tanggung Jawab

Kemampuan

Kecepatan

Keadilan

Kesopanan

Kewajaran Biaya

Kepastian Biaya

Kepastian Jadwal

Kenyamanan

Keamanan

IKM

IKM



Nahuway et al. 

834   |   Takuana, Vol. 4 (3) October-December 2025 

Berdasarkan Gambar 1 dijelaskan bahwa secara praktis, analisis ini memudahkan 

untuk memvisualisasikan data yang kompleks dengan cara yang sederhana dan mudah 

dipahami, terutama untuk analisis komparatif, sebagaimana dijelaskan berikut ini: 

1. Persebaran kualitas pelayanan berdasarkan grafik spider web menunjukkan adanya 

variasi penilaian pada setiap unsur layanan. Unsur kepastian biaya pelayanan 

memperoleh nilai terendah yaitu 3,59, yang secara kategori sebenarnya termasuk Sangat 

Baik (88,31–100,00). Namun, dalam konteks pengukuran IKM, unsur dengan skor 

terendah tetap menjadi prioritas utama perbaikan, karena mencerminkan area yang 

paling dirasakan kurang optimal oleh masyarakat. Temuan ini mengindikasikan adanya 

ketidakpastian atau ketidakjelasan informasi mengenai besaran biaya layanan yang 

mungkin belum tersosialisasi dengan baik. Sebaliknya, unsur persyaratan pelayanan 

memperoleh nilai tertinggi yaitu 3,84, menunjukkan bahwa masyarakat merasa 

persyaratan sudah jelas, mudah dipahami, dan tidak membebani. Perbandingan antara 

nilai tertinggi dan terendah ini memperkuat pentingnya merancang model pelayanan 

yang menekankan peningkatan transparansi biaya, melalui penyediaan informasi tarif 

yang jelas, terstandar, mudah diakses, serta dipublikasikan secara konsisten baik di 

kantor pelayanan maupun secara digital. 

2. Fokus Perbaikan: Dengan adanya rentang nilai yang cukup signifikan antara angka 

tertinggi dan terendah, ada indikasi bahwa perlu adanya fokus khusus pada aspek-aspek 

yang nilai IKM-nya lebih rendah, seperti kepastian biaya pelayanan. Ini berarti bahwa 

ada ruang untuk perbaikan di area tersebut, seperti meningkatkan transparansi dan 

kejelasan informasi biaya yang dikenakan, serta memastikan bahwa biaya yang 

dikenakan tidak memberatkan dan sesuai dengan peraturan. 

3. Keseimbangan Kualitas: Nilai-nilai yang berada di antara angka terendah dan tertinggi 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kualitas pelayanan relatif merata, namun ada 

beberapa aspek yang sangat baik dan beberapa yang masih memerlukan perhatian lebih. 

Penting untuk menilai aspek-aspek yang memiliki nilai menengah dan mencari tahu 

faktor-faktor yang menyebabkan variasi tersebut agar dapat meningkatkan 

keseimbangan kualitas pelayanan secara keseluruhan. 

4. Prioritas Tindakan : Penilaian ini membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten SBB dalam menetapkan prioritas untuk tindakan perbaikan. Dengan nilai 

terendah yang mengindikasikan masalah potensial dalam kepastian biaya, dan nilai 

tertinggi yang menunjukkan kepuasan tinggi di aspek persyaratan pelayanan, 

manajemen dapat fokus untuk meningkatkan transparansi biaya sambil 

mempertahankan atau memperbaiki aspek yang sudah baik. 

Secara keseluruhan, analisis spider web ini memberikan gambaran visual yang jelas 

tentang kekuatan dan kelemahan dalam berbagai aspek pelayanan, sehingga membantu 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SBB dalam merencanakan strategi 

perbaikan yang tepat dan terfokus.  Berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa 

penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada dalam kategori "baik" hingga "sangat 

baik", model pelayanan yang tepat dapat dikembangkan dengan mempertahankan serta 

mengoptimalkan aspek-aspek yang sudah terbukti efektif, seperti: 

1. Pelayanan Berbasis Standar Kualitas: Standar pelayanan yang jelas dan terukur harus 

terus dijaga dan ditingkatkan. Hal ini mencakup kecepatan pelayanan, ketepatan waktu, 
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dan keakuratan dalam setiap proses administrasi, sesuai dengan prinsip-prinsip 

transparansi dan akuntabilitas. 

2. Pelayanan yang Responsif: Petugas pelayanan harus sigap merespons kebutuhan 

masyarakat dengan tetap mengedepankan kedisiplinan, ketegasan, dan kemampuan 

teknis dalam menangani beragam permasalahan yang muncul. Kesiapan petugas dalam 

memberikan informasi yang jelas dan solutif juga merupakan kunci dari pelayanan yang 

responsif. 

3. Keadilan dan Kesetaraan dalam Pelayanan: Implementasi prinsip keadilan harus terus 

dilakukan dengan memberikan layanan tanpa memandang latar belakang sosial, 

ekonomi, atau status lainnya. Setiap individu harus menerima pelayanan yang sama 

berkualitas dan adil. 

4. Kesopanan dan Etika Layanan: Penerapan kesopanan dan etika profesional harus 

menjadi bagian penting dalam interaksi antara petugas dan masyarakat. Pelayanan yang 

ramah dan penuh hormat akan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam 

berurusan. 

5. Kepastian Biaya dan Jadwal: Kepastian mengenai biaya dan waktu pelayanan harus 

dipertahankan dan disampaikan dengan transparan agar tidak menimbulkan 

kebingungan di masyarakat. Penggunaan sistem layanan digital dapat membantu 

masyarakat mengakses informasi ini dengan mudah. 

6. Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan Pelayanan: Fasilitas yang bersih, aman, dan 

nyaman harus tetap dipertahankan, bahkan dapat ditingkatkan, seperti menyediakan 

ruang tunggu yang layak, fasilitas umum yang memadai, serta menjaga ketertiban di 

lingkungan pelayanan. 

7. Pemanfaatan Teknologi: Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk 

mempercepat pelayanan dan mengurangi waktu antrean. Misalnya, penerapan sistem 

layanan online untuk pengajuan dokumen dan pelayanan administratif lainnya, sehingga 

masyarakat tidak perlu datang ke kantor secara langsung untuk layanan yang bisa 

diakses dari rumah. 

Dengan mempertahankan elemen-elemen tersebut serta memperkenalkan inovasi 

berbasis teknologi, model pelayanan yang profesional, cepat, adil, dan ramah dapat terus 

dijalankan, menjaga kepuasan masyarakat di tingkat yang tinggi. 

 

3.2. Pembahasan 

Penilaian kualitas pelayanan publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi 

alat yang sangat penting untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan yang 

dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan nilai IKM pada berbagai aspek pelayanan di 

Disdukcapil Kabupaten Seram Bagian Barat, beberapa poin kunci dapat diidentifikasi. 

Setiap nilai IKM, yang berada pada kriteria "baik" hingga "sangat baik," merefleksikan 

kualitas yang diukur sesuai dengan teori pelayanan publik dan manajemen kualitas. 

Nilai IKM untuk kedisiplinan dan ketegasan petugas yang berada pada kriteria "baik" 

hingga "sangat baik" dapat dianalisis melalui teori public service motivation dan 

bureaucratic professionalism. Menurut teori ini, petugas yang disiplin dan tegas 

menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen kuat terhadap peraturan dan prosedur 



Nahuway et al. 

836   |   Takuana, Vol. 4 (3) October-December 2025 

yang berlaku, serta memiliki motivasi intrinsik untuk memberikan layanan yang optimal 

(Deni, 2018). Kedisiplinan yang tinggi memastikan bahwa layanan publik dapat berjalan 

secara tertib dan efisien, sementara ketegasan membantu dalam menjaga konsistensi dan 

transparansi dalam pemberian layanan, sesuai dengan prinsip keadilan dalam pelayanan 

publik. 

Nilai IKM yang "sangat baik" dalam aspek kemampuan dan kecepatan petugas dapat 

dikaitkan dengan teori service quality (kualitas layanan) dari Parasuraman, Zeithaml, dan 

Berry (Wahyuni, 2017), yang menekankan bahwa kompetensi dan responsivitas petugas 

merupakan dimensi penting dalam menciptakan layanan berkualitas. Kemampuan petugas 

yang tinggi menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

relevan untuk menangani berbagai masalah administrasi, sementara kecepatan dalam 

pelayanan menunjukkan bahwa petugas mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan 

cepat dan efisien. Kedua aspek ini berkontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat 

dan menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi dalam melayani. 

Nilai IKM "sangat baik" dalam keadilan dan kesopanan pelayanan menunjukkan 

bahwa masyarakat merasakan adanya perlakuan yang adil dan penuh hormat dalam setiap 

interaksi pelayanan. Hal ini sesuai dengan teori equity in public services (Puspitasari & 

Bendesa, 2016), yang menyatakan bahwa keadilan dalam pelayanan publik adalah salah 

satu faktor utama yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi 

pemerintah. Kesopanan, sebagai bagian dari service etiquette, berperan dalam menciptakan 

suasana yang nyaman dan ramah, di mana masyarakat merasa dihargai dan diperlakukan 

secara manusiawi. Keadilan dan kesopanan ini juga mencerminkan adanya budaya 

organisasi yang berfokus pada etika pelayanan. 

Nilai IKM "sangat baik" untuk kewajaran dan kepastian biaya pelayanan dapat 

dianalisis melalui teori transparency and accountability dalam pelayanan publik (Cahyana 

Sudhana I Gede, 2017). Teori ini menekankan bahwa transparansi dalam biaya dan 

kepastian biaya yang jelas adalah elemen penting yang menghilangkan keraguan 

masyarakat terkait adanya biaya tambahan yang tidak wajar. Dengan adanya kepastian 

biaya yang dipublikasikan dan dipatuhi oleh petugas, masyarakat dapat merencanakan 

biaya administrasi dengan tenang, dan ini berkontribusi pada rasa keadilan serta 

kepercayaan yang lebih besar terhadap sistem pelayanan publik. 

Nilai IKM yang "sangat baik" pada aspek kepastian jadwal pelayanan menunjukkan 

bahwa instansi telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip time management dan service 

reliability (Panjaitan et al., 2021). Jadwal pelayanan yang pasti memungkinkan masyarakat 

untuk merencanakan waktu mereka dengan lebih baik, mengurangi waktu tunggu, dan 

memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai harapan. Hal ini menunjukkan bahwa 

petugas mampu menjaga integritas dan efisiensi operasional layanan, yang penting dalam 

menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. 

Nilai IKM "sangat baik" dalam kenyamanan dan keamanan lingkungan pelayanan 

sesuai dengan teori kepuasan pelanggan yang menekankan pentingnya faktor fisik dalam 

mendukung pelayanan. Lingkungan yang nyaman, aman, dan ramah menciptakan suasana 

yang kondusif bagi masyarakat untuk menerima layanan tanpa rasa cemas. Menurut 

Herzberg’s Two-Factor Theory (Jiang-wei et al., 2021), kenyamanan dan keamanan 

lingkungan termasuk dalam hygiene factors yang, meskipun tidak langsung memotivasi, 

dapat menyebabkan ketidakpuasan jika diabaikan. Oleh karena itu, dengan adanya 
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lingkungan yang aman dan nyaman, masyarakat merasa lebih puas dan termotivasi untuk 

menggunakan layanan tanpa kekhawatiran. 

Secara keseluruhan, nilai IKM yang berada pada kategori "baik" hingga "sangat baik" 

dalam berbagai aspek pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Seram Bagian Barat mencerminkan adanya manajemen kualitas yang efektif. Penerapan 

prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, profesionalisme, dan etika pelayanan sesuai 

dengan teori-teori pelayanan publik berkontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat 

dan efektivitas layanan. Dengan terus menjaga standar-standar ini, instansi dapat terus 

meningkatkan kualitas pelayanannya dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap 

layanan publik. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa model 

pelayanan yang tepat, sebagaimana ditunjukkan oleh penilaian IKM yang berada pada 

kategori “baik” hingga “sangat baik,” adalah pelayanan yang mempertahankan standar 

kualitas tinggi dengan prosedur yang cepat, responsif, adil, ramah, dan transparan. 

Kedisiplinan, kemampuan, dan ketegasan petugas perlu didukung oleh kepastian biaya 

serta jadwal pelayanan yang jelas, disertai lingkungan pelayanan yang aman dan nyaman. 

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi elemen penting untuk mempercepat proses dan 

mempermudah akses layanan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta kepuasan 

masyarakat. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat mempertahankan sekaligus meningkatkan 

kualitas pelayanan melalui evaluasi berkala pada seluruh unsur IKM. Penerapan inovasi 

berbasis teknologi, penyediaan informasi biaya yang transparan, serta mekanisme 

penyerapan aspirasi masyarakat perlu diperkuat untuk memastikan layanan tetap relevan 

dengan kebutuhan publik. Selain itu, pelatihan lanjutan bagi petugas diperlukan untuk 

menjaga profesionalisme dan kompetensi agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan 

kepercayaan masyarakat semakin meningkat. 
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